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ABSTRACT 

 

Management of regional assets can realize people's welfare and add value 

for the government in supporting government operations. Several problems were 

found in the implementation of land and/or building asset management in the City 

of Yogyakarta which led to this condition. It could be said that the management of 

land and/or building assets by the Yogyakarta City Government was disorderly. 

This research will examine asset management mechanisms that occur in the field, 

problems and security solutions. As well as looking for the percentage of asset 

management that produces income, namely in the form of rent to Original Regional 

Income. The method used is a descriptive qualitative method with data analysis 

techniques in the form of data reduction, data presentation and drawing 

conclusions and descriptive quantitative with data analysis techniques in the form 

of descriptive statistics.  

Based on the results of the study carried out, the management of land and/or 

building assets by the Yogyakarta City Government is in accordance with existing 

regulations. The problems faced come from the community and also regional 

agencies, so the solutions used are to build synergy between agencies. Then land 

and/or building rental income contributes a percentage of <1% to Yogyakarta City 

Regional Original Income from 2013-2022. The small contribution is because the 

government is not oriented towards making profits, but still optimizes asset 

management. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Aset dapat diartikan sebagai suatu barang atau benda yang memiliki 

nilai ekonomis, komersial, atau tukar dan dapat dimiliki oleh badan usaha, 

lembaga, atau individu (Siregar, 2004). Berdasarkan bentukya aset dapat dibagi 

menjadi aset berwujud dan aset tidak berwujud. Aset berwujud adalah barang 

atau benda yang dapat diaktualisasikan fisiknya menggunakan panca indera, 

sedangkan aset tidak berwujud adalah aset yang bentuknya tidak berwujud 

fisiknya sehingga tidak dapat disentuh, dilihat atau diukur akan tetapi dapat 

dikelompokkan sebagai kekayaan secara terpisah yang memberikan manfat 

ekonomi (Sugiama, 2013). 

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7 bahwa aset 

dijelaskan sebagai sumber daya ekonomi yang dimiliki pemerintah yang 

memiliki manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah maupun masyarakat, 

sebagai penyediaan jasa dan sumber sejarah budaya yang dipelihara. Untuk aset 

tetap memiliki keberlanjutan manfaat lebih dari dua belas bulan yang digunakan 

dalam kegiatan pemerintahan maupun masyarakat umum. Klasifikasi yang 

digunakan untuk aset tetap adalah tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan 

mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam 

pengerjaan. Aset tetap merupakan salah satu pendapatan daerah dalam belanja 

Barang Milik Daerah (BMD) (Sumarno & Rossieta, 2022).  Barang Milik 

Daerah (BMD) menjadi aset vital yang menunjang operasional pemerintah 

sehingga penting dalam penyenggaraan pemerintahan untuk pelayanan 

masyarakat. Aset daerah harus dikelola dengan baik agar mewujudkan 

kesejahteraan rakyat dan menciptakan nilai tambah pemerintahan. Akan tetapi, 

jika tidak dikelola dengan baik maka mengakibatkan beban biaya karena aset 

membutuhkan perawatan dan nilai aset akan turun berjalannya waktu 

(Sukarman dan Prasetiya, 2022). 
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Pengelolaan aset di Victoria menggunakan pendekatan siklus hidup aset 

karena dianggap mampu memberikan dukungan untuk melayani masyarakat 

secara efektif dan efisien. Sehingga, jika suatu aset tidak dapat berkontribusi 

dalam meningkatkan pelayanan masyarakat maka seharusnya aset tersebut tidak 

dimiliki atau digunakan untuk sektor publik. Kerangka yang digunakan dalam 

pengelolaan aset di Victoria terdiri dari empat tahapan yaitu (1) tahap 

perencanaan; (2) tahap perolehan; (3) tahap pengoperasian; dan (4) tahap 

penghapusan (State of Victoria, 2016). 

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Provinsi Riau yang diteliti 

oleh Sumarno dan Rosietta (2022) menyimpulkan bahwa pelaksanaan 

pengelolaan aset tetap oleh Pemerintah Provinsi Riau masih mendapati kendala 

dalam setiap pelaksanaannya. Beberapa kendala tersebut adalah rendahnya 

sumber daya manusia dalam mengelola aset, belum terdapat SOP terkait 

pemanfaatan dan pemeliharaan, mutasi pegawai kurang mendukung 

pengelolaan aset, dan rendahnya koordinasi antar instansi. Penelitian Indratama 

(2023) di Kabupaten Sleman juga mendapati permasalahan terkait inventarisasi 

data aset bahwa terdapat kendala ketidaksesuaian pendataan pada KIB A 

dengan regulasi yang ada, belum disertipikasinya aset tanah dan permasalahan 

pengelolaan Tanah Kasultanan. Hal tersebut membuktikan masih adanya 

kesulitan dalam menjalankan tertib pengelolaan aset pemerintah daerah. 

Kendala-kendala dalam pengelolaan aset terjadi karena belum sesuainya 

penerapan peraturan pengelolaan aset daerah yang mengakibatkan 

terganggunya proses perencanaan, penganggaran, pengadaan dan proses 

lainnya yang kemudian menghambat pengelolaan yang akan berdampak pada 

ketidaktertiban (Syahputra et al., 2018). 

Di Indonesia, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) telah ditetapkan 

pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Daerah menjelaskan bahwa pengelolaan adalah 

kegiatan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan 

pemeliharaan, penilaian, pemindahtangaan, pemusnahan, penghapusan, 

penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Peran 
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pemerintah dalam mengelola aset diperlukan untuk menciptakan tertib 

pengelolaan baik hukum, administrasi, maupun fisik. Pemerintah memegang 

peranan dalam pengelolaan aset daerah agar digunakan secara maksimal untuk 

pelayanan masyarakat.  

Pengelolaan aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Yogyakarta juga terdapat beberapa permasalahan khususnya pada aset tanah. 

Yang terjadi adalah belum tertibnya pengelolaan aset daerah baik seperti data 

aset di Kartu Inventaris Barang (KIB) A belum tercatat sepenuhnya, belum 

terstrukturnya pengarsipan surat bukti kepemilikan dan berita acara, sertipikat 

kepemilikan aset tidak ditemukan, dan belum disertipikasinya aset tanah milik 

Pemerintah Kota Yogyakarta. Selain itu, masih terdapat sertipikat atas nama 

Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan bukti fisik kepemilikan masih berada 

di masing-masing Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). 

Pemerintah Kota Yogyakarta juga mengelola beberapa Tanah 

Kasultanan melalui perjanjian tertulis berupa Serat Kekancingan. Akan tetapi, 

Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta menerbitkan Sertipikat Hak Pakai atas 

nama Pemerintah Kota Yogyakarta pada salah satu Tanah Kasultanan yang 

sedang berjalan kontrak perjanjian penggunaannya dengan Pemerintah Kota 

Yogyakarta. Hal tersebut menandakan bahwa legalisasi Tanah Kasultanan dan 

Aset Tanah Pemerintah Kota Yogyakarta perlu pengelolaan dan pendataan 

untuk inventarisasi, identifikasi dan verifikasi objek tanah yang lebih baik dan 

koordinasi antar instansi yang lebih kuat.  

Pengelolaan aset merupakan tanggung jawab pemerintah atas 

administrasi pertanahannya. Keberadaaan aset daerah diperlukan pengelolaan 

salah satunya adalah tahap pengamanan untuk melindungi dan meminimalisasi 

potensi tindakan penyebab kerugian bagi pemerintah. Baik tindakan pencurian, 

perusakan, atau penggelapan (Soleh & Rochmansjah, 2010). Dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan 

Barang Milik Daerah diturunkan ke Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 24 

Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah dijelaskan bahwa terdapat tiga teori pengamanan yaitu Pengamanan 
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Fisik, Pengamanan Hukum dan Pengamanan Administrasi. Berdasarkan 

urgensi dari penertiban pengelolaan aset Pemerintah Kota Yogyakarta, peneliti 

merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang “Pengelolaan Aset Tanah 

dan Bangunan Pemerintah Kota Yogyakarta”. 

B. Perumusan Masalah 

Aset daerah menjadi salah satu kekayaan milik Pemerintah Daerah yang 

akan memberikan dampak terhadap pembangunan dan perkembangan suatu 

daerah. Pemerintah Daerah berperan penting dan bertanggung jawab untuk 

memastikan pengelolaan aset berjalan dengan tertib. Pengelolaan aset 

dilaksanakan sesuai dengan acuan regulasi yang berlaku, yaitu Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan 

Barang Milik Daerah. 

Tahapan pengamanan aset baik secara fisik, administrasi maupun 

hukum menjadi salah satu poin yang akan diteliti sebagaimana permasalahan 

pengelolaan aset di Kota Yogyakarta ditemukan. Pelaksanaan pengamanan aset 

yang belum sesuai akan disebut sebagai kendala dan diidentifikasi lebih dalam 

untuk memberikan solusi yang sesuai. 

Pengelolaan aset juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), salah satunya memanfaatkan aset dengan cara sewa. Hasil dari 

kontribusi sewa aset terhadap Pendapatan Asli Daerah akan dideskripsikan 

seberapa besar persentasenya. Akan diketahui apakah kontribusi sewa aset dari 

tahun ke tahun akan mengalami kenaikan atau penurunan dan faktor yang 

menyebabkannya. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan aset tanah oleh Pemerintah Kota 

Yogyakarta? 

2. Apa problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan pengamanan aset tanah 

oleh Pemerintah Kota Yogyakarta? 

3. Bagaimana upaya mengatasi problematika pengamanan aset tanah Kota 

Yogyakarta? 



5 
 

4. Berapa besar persentase kontribusi pendapatan sewa aset tanah dan/atau 

bangunan Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah Kota Yogyakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain: 

1. Mengetahui mekanisme pengelolaan aset tanah oleh Pemerintah Kota 

Yogyakarta. 

2. Mengetahui problematika yang menghambat dalam pengamanan aset tanah 

oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. 

3. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk 

mengatasi problematika pengamanan aset tanah.  

4. Mengetahui persentase kontribusi pendapatan sewa aset tanah dan/atau 

bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta. 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan guna bagi beberapa pihak 

baik manfaat praktis dan teoritis yang dijabarkan sebagai berikut: 

1. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada 

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam tertib pengelolaan aset milik 

Pemerintah Kota Yogyakarta terutama dalam hal pengamanan aset tanah 

baik dalam kegiatan inventarisasi kepemilikan aset, pendataan letak objek 

antara aset Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Tanah Kasultanan dan 

Kadipaten, maupun kegiatan pengelolaan aset lainnya. 

2. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dalam 

pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan Pemerintah Kota Yogyakarta 

dalam lingkup pengamanan baik dalam pengamanan fisik, pengamanan 

hukum, maupun pengamanan administrasi sehingga dapat menambah 

wawasan bagi pembaca dan bahan mengembangkan ilmu pengetahuan. 
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Selain itu, diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi 

di bidang ilmu agraria, tata ruang dan pertanahan bagi yang ingin meneliti 

lebih lanjut terkait pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan milik 

pemerintah. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada BAB V, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengelolaan aset di Kota Yogyakarta berupa tanah dan/atau bangunan telah 

sesuai pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

dengan memperhatikan keadaan atau kondisi tanah di lapangan. 

2. Problematika dalam pengamanan tanah Kota Yogyakarta diantaranya: (1) 

penggunaan tanah dari pihak lain tanpa izin; (2) kurangnya koordinasi antar 

instansi; (3) ketidaksesuaian data penggunaan dengan penggunaan nyata; 

(4) sumber daya manusia yang terbatas; dan (5) sertipikasi aset yang 

membutuhkan waktu. 

3. Upaya mengatasi problematika diantaranya: (1) penarikan sewa terhadap 

pihak yang menggunakan aset tanah daerah dan pemberian waktu agar 

masyarakat pindah; (2) meningkatkan koordinasi antar instansi; (3) 

pengecekan berkala ke lapangan (4) rekruitmen pegawai; dan (5) 

melakukan pengecekan kelengkapan berkas saat pendaftaran tanah. 

4. Pendapatan sewa tanah dan/atau bangunan menyumbang <1% kepada 

Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogykarta Tahun 2013-2022. Hal ini 

disebabkan karena pemerintah tidak bertujuan untuk bisnis atau mengambil 

keuntungan dan hanya berfokus pada pengoptimalan pemanfaatan aset 

tanah dan/atau bangunan. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

disampaikan peneliti yaitu: 

1. Penelitian selanjutnya dapat membahas lebih lanjut mengenai pengelolaan 

aset di Kota Yogyakarta. 

2. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mengotimalkan upaya dari 

problematika yang dapat mengganggu jalannya pengelolaan aset. 
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